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Kabupaten Bengkulu Utara merupakan satu dari 7 kabupaten/kota  di 
Provinsi Bengkulu yang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera. Wilayah 
pesisir Kabupaten Bengkulu Utara berada pada garis pantai sepanjang ± 
115,9 km. Perubahan iklim yang mendorong naiknya permukaan air laut, 
bencana alam dan aktivitas manusia memberi dampak kerusakan 
terhadap kondisi wilayah pesisir yang semakin cepat dan kritis. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengidentifikasi kerusakan wilayah pesisir 
berdasarkan analisis kerentanan di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi 
Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Kegiatan 
penelitian yang meliputi observasi lapang,  wawancara, pengolahan dan 
analisis data, serta  verifikasi hasil penelitian, dilakukan selama 15 hari. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif. Kerusakan wilayah pesisir yang 
diukur dari indeks kerentanan, dihitung menggunakan Rumus IKP (Indeks 
Kerentanan Pantai). Sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu 
Utara, terdapat 22 lokasi yang sudah menunjukkan gejala kerusakan dan 
dan sudah mengalami kerusakan. Serangai merupakan lokasi dengan IKP 
tertinggi (wilayah merah), yaitu 67,1 dan 75,0. Ada 8 lokasi yang IKP 
rendah, 11 lokasi IKP sedang, dan  3 lokasi IKP tinggi. Secara umum, 
kondisi wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Utara sudah mengalami 
kerusakan. Penyebab kerusakan adalah degradasi hutan pantai, abrasi 
dan longsor, pertambangan-Galian C, alih fungsi hutan pantai, 
pemukiman, kerusakan muara sungai, pendulang emas tradisional, galian 
tanah untuk industri batu bata, pertambakan, sedimentasi/akresi, intrusi air 
laut, dan alur pelabuhan.  
 




North Bengkulu Regency is one of 7 regencies / cities in Bengkulu 
Province which is located on the West Coast of Sumatra Island. The 
coastal area of North Bengkulu Regency is located on the coastline along 
± 115.9 km. Climate change, which has led to rising sea levels, natural 
disasters and human activities, has had an increasingly rapid and critical 
impact on coastal conditions. The research objective was to identify 
damage of coastal areas based on a vulnerability analysis in North 
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Bengkulu Regency, Bengkulu Province. This research was conducted 
using a survey method. Research activities which include field 
observations, interviews, data processing and analysis, and verification of 
research results, were carried out for 15 days. Data analysis was carried 
out descriptively. Damage of coastal areas measured from the vulnerability 
index is calculated using the CVI formula (Coastal Vulnerability Index). 
Along the coastal area of North Bengkulu Regency, there are 22 locations 
that have shown signs of damage and have already suffered damage. 
Serangai is the location with the highest CVI (red area), namely 67.1 and 
75.0. There are 8 locations with low CVI, 11 locations with medium CVI, 
and 3 location with high CVI. In general, the condition of the coastal area 
of North Bengkulu Regency has been damaged. The causes of damage 
are degradation of coastal forests, abrasion and landslides, mining-C 
excavation, conversion of coastal forests, settlements, damage to river 
estuaries, traditional gold panning, excavation for the brick industry, 
aquaculture, sedimentation / accretion, sea water intrusion, and channels 
port. 
 




Kabupaten Bengkulu Utara dengan luas wilayah daratan 4.424,60 
km2 (BPS Kabupaten Bengkulu Utara, 2017), berbatasan langsung 
dengan Samudera Hindia dibagian sebelah barat.  Selain wilayah daratan 
di Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkulu Utara juga mempunyai wilayah 
pulau-pulau kecil, yaitu gugusan Pulau Enggano beserta Pulau Dua, 
Pulau Satu, Pulau Bangkai, Pulau Merbau dan Pulau Karang. Pada 
bagian daratan Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai 
garis pantai sepanjang ± 115,9 km (Bakhtiar dan Ta’alidin, 2013).  
Posisi astronomis Kabupaten Bengkulu Utara terletak posisi 
geografis Kabupaten Bengkulu Utara terletak antara 101° 32’-102° 8’ BT 
dan 2°15’-4°LS (BPS Kabupaten Bengkulu Utara, 2017). Secara 
administratif Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 12 (dua belas) 
kecamatan, dimana satu kecamatan diantaranya adalah berupa kawasan 
pulau-pulau kecil yaitu Kecamatan Enggano. Dari seluruh kecamatan 
tersebut ada 7 kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Air Napal, Kecamatan 
Air Besi, Kecamatan Lais, Kecamatan Batik Nau, Kecamatan Ketahun, 
Kecamatan Putri Hijau dan Kecamatan Enggano. 
Wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai fungsi dan 
peranan yang sangat penting, baik secara ekologis maupun ekonomis 
bagi masyarakat yang hidup di wilayah pesisir tersebut. Perlu pengelolaan 
yang benar dan serius untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan peranan 
wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Dahuri (2001) menjelaskan,  
bahwa pada hakekatnya terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi 
pentingnya pengelolaan wilayah pesisir, yaitu (1) wilayah pesisir 
merupakan salah satu kawasan yang memiliki produktivitas hayati yang 
tinggi, (2) wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan 
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sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, (3) karena tingkat kepadatan 
penduduk dan intensitas pembangunan yang tinggi di wilayah pesisir, 
maka wilayah pesisir pada umumnya mengalami tekanan lingkungan 
(environmental stresses) yang tinggi pula, dan (4) wilayah pesisir biasanya 
merupakan sumberdaya milik bersama (common property resources), 
sehingga berlaku rejim open access (siapa saja boleh memanfaatkan 
























Gambar 1. Peta wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu 
  
Pada kenyataannya, kondisi wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu 
Utara sudah mulai mengalami degradasi, yang secara langsung dan tidak 
langsung menimbulkan dampak terhadap stabilitas ekologi dan berbagai 
fasilitas umum seperti abrasi, longsor, kerusakan jalan dan ancaman 
terhadap pemukiman penduduk. Keberadaan wilayah pesisir dengan 
kondisi yang optimal sangat diperlukan untuk mempertahankan daya 
dukung terhadap lingkungan. Dahuri et al. (2008) dalam Marasabessy et 
al. (2018), menyebutkan bahwa daya dukung kawasan pesisir merupakan 
pendekatan pengelolaan wilayah yang memperhatikan perbandingan 
aspek-aspek ketersediaan dan kemampuan sumber daya terhadap jumlah 
populasi dan aktivitas yang berada di atasnya. Hal ini diharapkan dapat 
menjamin kesinambungan sumber daya dan aktivitas manusia di masa 
mendatang. MCRMP (2003) dalam Sulaiman et al. (2020), menjelaskan 
bahwa secara faktual kondisi sebagian wilayah pesisir Kabupaten 
Bengkulu Utara sudah mengalami kerusakan, seperti degradasi pantai, 
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rusaknya hutan mangrove, terumbu karang dan semakin berkurangnya 
hutan pantai. 
 Untuk kepentingan penyediaan data dan informasi sebagai acuan 
pengelolaan wilayah pesisir kedepannya, diperlukan kajian terhadap 
fenomena kerusakan yang terjadi. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengidentifikasi kerusakan wilayah pesisir berdasarkan analisis 
kerentanan di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. 
Menurut Thieler and Hammar-Klose (1999) dalam Hamid et al. 
(2019), di seluruh dunia, tujuan jangka panjang dari penilaian kerentanan 
pesisir adalah untuk memprediksi perubahan pesisir dengan tingkat 
kepastian yang berguna untuk pengelolaan pesisir yang berkelanjutan. 
Informasi ini sangat penting untuk pengambilan keputusan terkait 
pembangunan pesisir baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 
Hasil dari studi ini adalah deskripsi yang meliputi jenis kerusakan 
yang ditemukan di setiap lokasi survei, fenomena penyebab terjadinya 
kerusakan, dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan, alternatif 
penanggulangan kerusakan yang terjadi dan informasi koordinat lokasi 
areal yang mengalami kerusakan. 
 
MATERI DAN METODE 
 
Studi ini dilakukan dengan metode survei di sepanjang wilayah 
pesisir Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, yang meliputi 7 
(tujuh) kecamatan pesisir. Waktu pelaksanaan pengambilan data selama 
15 hari yaitu pada bulan Oktober 2014.  
Data primer dikumpulkan melalui kegiatan observasi langsung, 
wawancara mendalam (deep interview) di lokasi studi. Responden untuk 
wawancara ditentukan dengan metode purposive dan incidental di setiap 
lokasi survei.  Untuk melengkapi data dan informasi, juga dilakukan 
pengambilan dokumentasi kondisi yang mencerminkan kerusakan wilayah 
pesisir. Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah berupa 
kuisioner sebagai pedoman wawancara, GPS (Global Positioning 
System), Clino Meter, rol meter, kamera, Laptop dan Software Microsoft 
Office dan Software ArcGIS 9.2.  Data sekunder dikumpulkan dengan 
metode kepustakaan. 
Observasi pengumpulan data kerusakan hanya dilakukan pada 
ruang  atas permukaan air yang dapat diamati dan diidentifikasi secara 
langsung. Observasi tidak dilakukan pada ekosistem bawah air seperti 
halnya dasar perairan, terumbu karang dan lamun). Data kerusakan 
sepanjang wilayah pesisir, selanjutnya dianalisis dan diidentifikasi untuk 
mendapatkan tingkat kerusakan yang terjadi. 
Data hasil observasi dan wawancara dianalisis dengan metode 
deskriptif, yang memaparkan data dan informasi secara naratif, penyajian 
data dan informasi dalam bentuk tabel, matrik, dan peta, sehingga mudah 
mudah untuk dipahami dan dimengerti. 
Kondisi kerusakan wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu Utara, di 
analisis dengan menggunakan pendekatan Indeks Kerentanan Pantai 
(IKP). Menurut Davies (2012) kajian kerentanan pesisir merupakan cara 
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yang berguna untuk mengidentifikasi area garis pantai yang rentan 
terhadap dampak perubahan iklim dan proses pesisir, dengan menyoroti 
area masalah potensial. Penilaian ini sering kali berbentuk 'indeks' yang 
mengukur kerentanan relatif di sepanjang garis pantai. Menurut USGS 
(2013) Indek kerentanan Pesisir (IKP) adalah pendekatan yang digunakan 
untuk menilai kerentanan pesisir berdasarkan variabel geologi dan 
variabel proses fisik. 
Indeks Kerentanan Pesisir (IKP), merupakan salah satu 
pendekatan prediktif klasifikasi pesisir dengan memasukkan berbagai 
variabel pesisir. Pendekatan ini disukai dalam penyelidikan pantai karena 
menyederhanakan sejumlah parameter kompleks (Hamid, et al. 2019). 
Selanjutnya, Duriyapong and Nakhapakorn (2011) menambahkan, bahwa 
Indeks Kerentanan Pesisir (IKP) adalah dinilai dengan menerapkan 
variabel proses fisik dan variabel sosial ekonomi untuk membobotkan 
kerentanan dari data yang tersedia. Selanjutnya, dijelaskan, bahwa 
Sistem Informasi Geografis (SIG) dan teknologi penginderaan jauh 
diterapkan untuk mengidentifikasi daerah yang rentah berdasarkan bobot 
kerentanan dari setiap variabel. 
Pada studi ini Indeks Kerentanan Pesisir (IKP) yang dipakai untuk 
mendapatkan informasi tentang kerusakan wilayah pesisir di kabupaten 
Bengkulu Utara, hanya menggunakan variabel-variabek fisik. Indeks 
kerentanan pesisir dihitung sebagai akar kuadrat dari rata-rata geometris, 
atau akar kuadrat dari produk variabel yang diberi peringkat dibagi dengan 
jumlah total variabel (Hamid et al. 2019).  Rumus IKP, diadopsi dari  Boruf 
et al (2005), USGS (2013), dan Pantusa et al. (2018), adalah sebagai 




Tingkat kerentanan pantai daerah pesisir Kabupaten Bengkulu 




Variabel yang digunakan dalam analisis IKP ada 8 variabel yaitu : 
Perubahan Garis Pantai (PP) berdasakran hasil wawancara, Pengamatan 
Visual Kerusakan (K), Panjang Kerusakan (PK), Lebar Kerusakan(LK), 
Lebar Sabuk Hijau (SH), Litologi Pantai (L), Penggunaan Lahan (PL), dan 
Kemiringan Pantai (β). Menurut Jensent et al (1993) dan NoRONHA et al, 
(2003) dalam Boruf et al (2005). 
Nilai bobot untuk masing-masing variabel IKP pada setiap lokasi 
yang disurvei dihitung berdasarkan ketentuan pembobotan seperti pada 
Tabel 1 berikut ini.  Pembobotan setiap variable fisik didapat dengan  
membagi nilai variable menjadi 5 (lima) tingkatan, dari yang paling ringan 
E-ISSN: 2527-5186. P-ISSN: 2615-5958 
Jurnal Enggano Vol. 5, No. 3, Oktober 2020: 510-528 
515 
DOI: https://doi.org/10.31186/jenggano.5.3.510-528 
sampai yang paling berat kerusakannya (Gornitz et al. ,1997; Boruff et al., 
2005 dan DKP, 2004 dalam Wahyudi et al. (2009). 
 
Tabel. 1. Ketentuan Pembobotan masing-masing variabel IKP  
 
Variabel Bobot 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil analisis Indeks Kerentanan Pantai) IKP  untuk 22 lokasi yang di 
survei sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Utara, dapat dilihat 
pada Tabel 2 berikut ini. 
 
Tabel 2. Hasil analisis kerusakan wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu 
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Daun (Lais)-  






































3 5 2 3 5 4 5 4 4500 67,1 
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2 2 2 3 5 3 2 5 450 21,2 
Sumber : Hasil analisis data primer 8 variabel IKP (2014) 
 
Pada Tabel 3 berikut ini disajikan hasil identifikasi jenis kerusakan, 
penyebab kerusakan, dampak dan alternative pengnggulangan kerusakan 
pada setiap lokasi yang di survei sepanjang wilayah pesisir Kabupaten 
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Tabel 3. Hasil identifikasi jenis, penyebab, dampak kerusakan dan 
alternatif penanggulangan kerusakan pada setiap lokasi survei sepanjang 
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Desa Urai Kerusakan 
hutan pantai, 
alih fungsi, 
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Sumber : Hasil analisis data primer (2014) 
 
Pada Tabel 3 dapat diketahui Nilai IKP (Indeks Kerentanan Pantai) 
yang mengindikasikan tingkat kerusakan dari 22 lokasi yang di survei 
sepanjang wialayh pesisir Kabupaten Bengkulu Utara. Nilai IKP terendah 
adalah 6,9 di Desa Urai, sedangkan Nilai IKP tertinggi adalah 75,0 di 
wilayah pesisir Desa Serangai, yang ditandai dengan kerusakan jalan raya 
yang cukup berat dari waktu ke waktu. Berdasarkan tingkat 
kerentanannya, dari 22 lokasi yang disurvei, terdapat 8 lokasi dengan IKP 
rendah, 11 lokasi IKP sedang dan 3 lokasi IKP tinggi. Secara keseluruhan 
ada 14 lokasi yang menunjukkan tingkat kerusakan wilayah pesisir yang 
cukup parah atau 63,64%. Artinya, kondisi tersebut sudah mulai 
mengkhawatirkan. Sebagaimana pendapat Joesidawati  (2016), bahwa 
persentase nilai kerentanan 60-80%, termasuk kondisi yang rentan.  
Lokasi yang tergolong dalam kelompok IKP tinggi yaitu Desa 
Serangai-Jalan Longsor (75,0), Pantai Serangai-Warung Nasi Bahari 
(67,1) dan Desa Pasar Palik (53,0).  Penyebab kerusakan pada ketiga 
lokasi ini adalah alih fungsi lahan, abrasi dan tanah longsor, kerusakan 
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Gambar 2. Kerusakan wilayah pesisir yang berdampak pada jalan raya di 















Gambar 3.  Aktivitas penambangan batu koral (Galian C) di pesisir pantai 
Kabupaten Bengkulu Utara (Dokumentasi penelitian) 
 
Dari penyebab kerusakan tersebut, alih fungsi lahan, pemukiman 
penduduk dan galian C ada kaitannya dengan jumlah penduduk yang 
semakin padat yang berupaya memanfaatankan wilayah pesisir untuk 
mencari sumber  mata pencaharian. Wilayah pesisir antara Desa 
Bintunan, Selolong hingga Serangai terdapat beberapa muara sungai 
yang di bagian pantai dekat muaranya terdapat banyak tumpukan kayu 
dan sampah.  Sepanjang wilayah pesisir ini sebagian lahan/hutan 
pantainya sudah dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit dan karet dan 
juga lahan pertanian lainnya.  Antara Desa Urai sampai perbatasan 
dengan Desa Sebelat, sepanjang kawasan pesisirnya, lahan yang 
tersedia dieksploitasi untuk perkebunan karet dan kelapa sawit. Hal ini 
didukung oleh pendapat Effendy (2009) menjelaskan, bahwa dengan 
pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan 
di pesisir bagi berbagai peruntukan (industri, pelabuhan, tambak, 
pemukiman), maka tekanan ekologis terhadap ekosisitem pesisir semakin 
meningkat pula. Meningkatnya tekanan ini tentunya dapat mengancam 
keberadaan dan kelansungan ekosistem dan sumberdaya pesisir baik 
secara langsung (misalnya kegiatan konversi lahan untuk pembangunan 
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jembatan penyeberangan) maupun tidak langsung (misalnya pencemaran 
oleh limbah industri pengeboran minyak). Suprapto et al. (2016), juga 
menjelaskan bahwa kerentanan tinggi yang diamati terdapat di kecamatan 
di kawasan pariwisata pantai, yang dimana aktifitas manusia dikawasan 
tersebut sangat tinggi, bukan hanya karena aktifitas manusianya tapi juga 
karena perubahan alih fungsi lahan yang cukup tinggi.  
Kondisi kerentantan lingkungan pantai banyak faktor penyebabnya, 
dalam tulisan ini hanya dimasukkan data pertambahan jumlah penduduk, 
perubahan penggunaan tanah hutan dan jumlah sungai yang masuk ke 
laut. hampir sebagian besar kota di pesisir Indonesia memiliki kondisi 
lingkungan pantainya sangat rentan terhadap pencemaran yang 
diakibatkan oleh pertambahan jumlah penduduk yang tinggi, perubahan 
penggunaan tanah hutan menjadi permukiman dan pertanian tinggi serta 
jumlah sungai yang masuk ke lautnya banyak (Wibowo dan Supriatna, 
2011). Kondisi kerusakan wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu Utara, 
sama halnya dengan yang terjadi di  Kabupaten Mukomuko, sebagaimana 
pendapat Zamdial et al., (2017), bahwa wilayah pesisir Kabupaten 
Mukomuko secara umum sudah mengalami degradasi. Penyebab 
degradasi antara lain adalah rusaknya hutan pantai, alih fungsi lahan, 
abrasi, perubahan morfologi pantai dan pembangunan fisik. 
Aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten 
Bengkulu Utara yang cukup beragam, sedikit-banyaknya berdampak pada 
kondisi wilayah pesisir tersebut. Pada wilayah pesisir Desa Tepi Laut 
sampai Desa Lubuk Tanjung, Kecamatan Air Napal banyak dijumpai 
kegiatan penambangan batu dan pasir yang dikelola masyarakat 
setempat. Kegiatan perikanan tangkap banyak dilakukan oleh masyarakat 
di Desa Pasar Palik, karena kondisi pantainya relatif landai walaupun 
sempit.  Sekarang di Muara Sungai Air Palik sudah dibangun Pusat 
Pendaratan Ikan (PPI) yang dilengkapi dengan Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI). Pada kawasan pesisir pantai Desa Kota Agung sampai Durian 
Daun, selain ada kegiatan penanmbangan pasir pantai, terdapat juga 
beberapa lokasi hutan pantai yang sudah beralih fungsi, seperti di Desa 
Dusun Raja dan Durian Daun. Kegiatan perikanan tangkap tidak begitu 
banyak dilakukan oleh masyarakat setempat.  Khususnya di pesisir Desa 
Kota Agung, dulunya sempat dimanfaatkan untuk usaha pertambakan 
ikan/udang, namun sekarang lokasi pertambakan tersebtu sudah tidak 
berfungsi sebagaimana mestinya. Vatria (2010) mengemukakan, bahwa 
secara ekologis terdapat fenomena dinamis seperti: abrasi, akresi, erosi, 
deposisi dan intrusi air laut. Di samping itu, masih terdapat juga fenomena 
non alamiah seperti: pembabatan hutan mangrove untuk pertambakan, 
pembangunan dermaga/jetty untuk pendaratan ikan dan reklamasi pantai. 
Gejala yang umum terjadi di wilayah ke pesisiran adalah interaksi faktor 
alam dan aktivitas manusia secara bersamaan, sebagai penyebab adanya 
degradasi ekosistem.  
Secara umum wilayah pesisir pantai Kabupaten Bengkulu Utara 
memang menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat. Dalam 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 disebutkan bahwa pantai umum 
merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah 
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dipergunakan masyarakat antara lain untuk kepentingan kegiatan sosial, 
budaya, rekreasi pariwisata, olah raga dan ekonomi (Fadilah et al, 2013). 
Beberapa bentuk kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan kawasan 
pantai di Kabupaten Bengkulu Utara antara lain adalah untuk sentra 
kegiatan perikanan tangkap (fishing base), pertanian (perkebunan), 
tempat rekreasi (pariwisata) dan juga pemukiman. 
Sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Utara, pada 
beberapa tempat, tebing-tebing terjal di kawasan pantai mengalami 
longsor dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan dampak kerusakan 
pada jalan raya.  Kondisi kerusakan wilayah pesisir pantai ini dapat terjadi 
secara alami dan juga karena aktivitas manusia.  Keadaan ini sesuai 
dengan pendapat dari  Supriyanto (2003), bahwa faktor penyebab 
kerusakan daerah pantai bisa bersifat alami maupun akibat antropogenik.  
Faktor alam berasal dari pengaruh proses-proses hidro-osenografi yang 
terjadi di laut yang dapat menimbulkan hempasan gelombang, perubahan 
pola arus musiman, variasi pasang surut, serta perubahan iklim. Halim et 
al. (2016) mengamati adanya perubahan garis pantai di Kecamatan 
Soropia juga diduga disebabkan oleh aktifitas manusia yang melakukan 
penimbunan pantai untuk keperluan pemukiman, pariwisata, pelabuhan 
dan pembuatan bangunan pelindung pantai (faktor antropogenik). 
Hutan pantai di kawasan pesisir Kabupaten Bengkulu Utara, saat 
ini sebagian besar sudah banyak berubah fungsinya dari ekosistem 
penyangga (buffer region) atau jalur hijau, menjadi lahan pertanian, 
perkebunan dan pemukiman.  Perambahan dan pembukaan hutan pantai 
menjadi lahan pertanian dan perkebunan semakin tinggi, walaupun sudah 
dilakukan pelarangan.  Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus dapat 
mendorong kerusakan wilayah pesisir yang lebih parah. Supriyanto (2017) 
menyebutkan, bahwa yang menjadi keprihatinan saat ini adalah kegiatan 
pembangunan di kawasan pesisir pantai, masih banyak yang memberikan 
dampak negatif pada lingkungan yang akhirnya berakibat pada 
menurunnya kualitas lingkungan pesisir pantai maupun kelestarian 
sumberdaya alam, yaitu berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan 
serta pemanfaatan yang berlebih atas sumberdaya pesisir pantai. 
Sebagaimana wilayah pesisir pada umumnya, ada beberapa sentra 
perikanan tangkap yang yang menjadi pusat kegiatan usaha penangkapan 
ikan oleh masyarakat di wilayah pesisir, seperti di PPI (Pangkalan 
Pendaratan Ikan) Desa Pasar Sebelat, Muara Sungai Ketahun,  TPI Desa 
Karang Pulau, TPI Desa Serangai,  dan TPI/PPI Desa Pasar Palik. Selain 
sebagai tempat pendaratan hasil perikanan dan perahu/kapal 
penangkapan ikan milik nelayan, sentra perikanan tangkap tersebut juga 
dimanfaatkan sebagai lokasi pengolahan (pasca panen) hasil-hasil 
perikanan tangkap (pengeringan ikan). 
Kerusakan wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Utara umumnya 
adalah berupa degradasi hutan pantai dan degradasi pantai yang 
disebabkan oleh alih fungsi lahan, perambahan lahan, abrasi, longsor dan 
pertambangan (galian c), serta sedimentasi. Dampak dari kerusakan 
tersebut antara laian adalah berkurangnya hutan pantai yang berarti 
berkurangnya jalur hijau/sempadan pantai (green belt), berkurangnya 
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lebar pantai, perubahan morfologi pantai, rusaknya jalan negara, rusaknya 





Gambar 4. Peta Kerusakan Wilayah Pesisir Kabupaten Bengkulu Utara 
(Diolah dari hasil data primer, 2014) 
 
 Kerusakan wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu Utara termasuk 
sudah cukup parah, sehingga memerlukan penanggulangan dengan 
berbagai alternatif yang dapat dikelompok menjadi 4 (empat) alternatif 
penanggulangan yaitu : (1) Penanaman kembalai hutan pantai, (2) 
Pelarangan alih fungsi dan perambahan hutan pantai, (3) Penyusunan 
Perda (Peraturan Daerah) dan Perdes (Peraturan Desa) untuk 
mengatur/menata kegiatan penambangan pasir, batu koral, dan 
penambangan emas, (4) Pengaturan pembangunan fasilitas pariwisata di 
wilayah pesisir, dan (5) Pembangunan bronjong, groin, sistem gorong-
gorong/bis dan atau dinding penahan gelombang dan barasi pantai. 
Sebagai contoh, dikemukan oleh Pinto (2015), bahwa dalam upaya 
penyelamatan Pantai Kuwaru dari kerusakan lingkungan telah terdapat 
beberapa upaya yang dilakukan masyarakat lokal Kuwaru melalui 




Sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat 22 
lokasi yang sudah menunjukkan gejala kerusakan dan dan sudah 
mengalami kerusakan. Serangai merupakan lokasi dengan IKP tertinggi 
(wilayah merah), yaitu 67,1 dan 75,0. Ada 8 lokasi yang IKP rendah, 11 
lokasi IKP sedang, dan  3 lokasi IKP tinggi. Secara umum, kondisi wilayah 
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pesisir Kabupaten Bengkulu Utara sudah mengalami kerusakan. 
Penyebab kerusakan adalah degradasi hutan pantai, abrasi dan longsor, 
pertambangan-Galian C, alih fungsi hutan pantai, pemukiman, kerusakan 
muara sungai, pendulang emas tradisional, galian tanah untuk industri 
batu bata, pertambakan, sedimentasi/akresi, intrusi air laut, dan alur 
pelabuhan. Penyebab kerusakan wilayah pesisir di kabupaten Bengkulu 
Utara dikelompok menjadi 2, yaitu karena faktor alam dan antropogenik. 
Kerusakan wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu Utara termasuk sudah 
cukup parah, sehingga memerlukan penanggulangan dengan berbagai 
alternatif yang dapat dikelompok menjadi 4 (empat) alternatif 
penanggulangan yaitu : (1) Penanaman kembalai hutan pantai, (2) 
Pelarangan alih fungsi dan perambahan hutan pantai, (3) Penyusunan 
Perda (Peraturan Daerah) dan Perdes (Peraturan Desa) untuk 
mengatur/menata kegiatan penambangan pasir, batu koral, dan 
penambangan emas, (4) Pengaturan pembangunan fasilitas pariwisata di 
wilayah pesisir, dan (5) Pembangunan bronjong, groin, sistem gorong-
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